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SPIRIT OF MOSLEM

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Q5.94: 7

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
Q5.94: 8

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku
akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.”

Q5.40:60
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Alhamdulillah (scgala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala), yang telah
memberikan kemudahan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini. Dalam proses penyelesaiannya, ada banyak pengalaman yang penulis rasakan,
yang ujungnya berbush hikmah yang menguatkan keyakinan “imtansuruliaha
yansurkum (barang siapa menolong agama Allah pasti Allah akan menolongnya)”.
Semoga Allah mengokohkan keyakinan jtu dalam hati kita.

Hidup perlu ikhtiar, tanpanya kita tidak dapat mencapai apa-apa. Namun,
usaha saja tidak cukup, doa dan tawakkal harus senantiasa bersamanya. Setiap
perjulanan hidup manusia berlaku kehendak Allah padanya, sesuatu yang kadang
dalam pandangan manusia mustahil terjadi, jika Allah menghendaki pasti akan
terjadi. Hikmah inilah yang banyak penulis rasakan, sesuatu yang pada awalnya
terasa sulit, tiba-tiba terasa mudah. Subhanaliah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapakan jarakumullabu khair (semoga
Allah membalas dengan yang lebih baik) kepada seluruh pibak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh pahala di sisi Allah lebih baik dari
dunia dan segala isinya, semoga Allah menghilangkan kesusahan-kesusahan vang
Anda dapatkan di akhirat karena bantuan yang Anda berikan.

Penulis berharap amalan ini, dinilai ibadah oleh Allah subkanahu wa ta'ala,

bisa memberikan manfast kepada umat, dan menjadi bentuk birrul walidain. Penulis




menyadari kesempurnaan hanya milik Allah, adapun skripsi yang ada di depan Anda
saat ini hanya merupakan tulisan sederhana yang memiliki banyak keterbatasan di
dalamnya. Penulis berharap ada pihak yang berminat mengembangkannya. Akhir kata

semoga Allah merashmati dan memberikan hidayah kepada kita. Amin.....

Makassar, 3] Juli 2008

Penulis

*®1




BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana reformasi yang begitu kuat, telah mendorong pemerintsh melakukan
transformasi mansjemen pemerintahan yang dikenal dengan ungkapan ‘The New
Public Management’. Proses transformasi manajemen pemerintahan ini dimaksudkan
sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,
peningkatan pelayanan publik, dan tergalinya potensi dan keanckaragaman daerah
serta terciptanya manajemen pemerintahan vang ekonomi, efisien, efektif, transparan
dan akuntabel sabagai bagian dari prinsip good governance.

Transformasi manajemen  pemerintahan  dilakukan seiring  dengan
berlangsungnya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Proses tersebut
meliputi  berbagai aspek, mulai dar penataan kelembagaan (Insritutional
Arrangement), reformasi kepegawaian (Civil Servant Reform) sampai pada reformasi
pengelolaen keusngan negara (Mew Financial Management Reform). Terdapat
beberapa alasan yang menjadi latar belakang penubahan manajemen pemerintahan
saal ini antara lain:

l. Akuntabilitas yang tidak jelas, baik mencakup apa, mengapa, bagaimana, maupun
kepada siapa harus berakuntabilitas;
2. Tujuan dan sasaran-sasaran strategis unit-unit pemerintahan cenderung untuk

ditetapkan secara mengambang (umumnya tidak spesifik dan tidak terukur):
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3, Insentif cenderung menciptakan perilaku korup, seperti dorongan untuk
menghabiskan seluruh saldo anggaran pada saat-saat akhir periode anggaran;

4. Aset-aset pemerintahan yang dipindahtanpankan ke pihak ketiga (privatisasi)
tanpa standar perlakuan yang jelas;

5. Defisit dan akumulasi jumlah hutang yang dikaburkan oleh sistem akuntansi
berbasis kas;

6. Daya respon aparat yang umumnya cenderung lambat dalam menyikap
perubahan lingkungan,

Suatu tonggak penting dar transformasi manajemen pemerintahan di
Indonesia saat ini yang dimaksudkan untuk menyikapi berbagai permasalahan di atas,
yakni pemerintah melakukan pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara yang
ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang MNo. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Semangat pembarvan terutama terlihat dari ketentuan-ketentuan
yang terkail dengan asas-asas umum pegelolaan keuangan negara vang berusaha
mengakomodasikannya dengan penyelenpggaraan good governance, antara lain
dengan diperkcnalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (Resull Oriented
Accountability) atau yang lebih dikenal dengan akuntabilitas kinerja (Performance
Accontabilfy) dan transparansi ( Transparency) dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian sebenarnya pada tingkatan pemerintahan daerah sebelum
diberlakukannya UL No.17 Tahun 2003 di atas, penerapan anggaran berbasis kinerja
sudah lebih dahulu diterapkan. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban




Kevangan Daerah (khususnya pada Pasal 20), dan Peraturan Pemerintah No, 108
Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Jika diperhatikan secara
mendalam arahan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah (PF) 105 Tahun 2000
dan PP 108 Tahun 2000, ataupun U No. 17 Tahun 2003 yang telah disahkan oleh
pemerintah sudah sangat baik. Tetapi benarkah ia dapat mewujudkan pemerintahan
daerah yang baik berdasarkan pada prinsip transparan, akuntabel, ekonomi, efisien,
dan efekiif secara sinergis dan berkesinambungan? Jawabannya tergantung pada
bagaimana pemerintah dacrah memahami dan menerapkan formula atau rumusan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Tindak lanjut dari berbagai
penerapan peraturan di atas dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan keuangan

daerah oleh pemerintahan daerah.

Salah satu cara evalussi yang dapat dipertimbangkan adalah denpgan
melakukan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran
sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep value for
money, Jika dilihat secara mendalam sebenamya konsep value for money bukan
sesuatu yang baru, bahkan value for money merupakan salah satu prinsip penting dari
anggaran kinerja dan good governance.

Value for money berarti diterapkannya tiga (3) prinsip dalam proses
penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efeklifitas. Ekonomi berkaitan dengan
pengadaan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada

harga yang paling rendah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat




menghasilkan omput maksimal dengan jumlah fmput yang serendah-rendahnya.
Efektifitas berarti penggunasn anpgaran harus mencapai target atau  tujuan
kepentingan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat jelas bahwa pengukuran ini sangatlah
dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya.
Perubahan paradigma pemerintahan ke arsh pelayanan yang lebih efisien bukanlah
hal yang dapat ditawar-tawar lagi. Berbagai tuntutan agar pemerintahan dapat
memberikan pelayanan secara cepat dan efektif sudah menjadi tuntutan umum di
masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, setiap instansi dalam
pemerintahan sudah sepatutnya berusaha untuk memperbaiki kinerja beserta denpan
pengukuran kinerja yang lebih lengkap untuk mengetahui pencapaian visi dan misi

dari instansi yang bersangkutan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan salah satu instansi yang
berada di bawah koordinasi pemerintah Kota Makassar. Dinas int merupakan instansi
yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas
wmum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya pembangunan
dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, gedung pemerintahan, perumahan, serta
sarana dan prasarana lingkungan. Berdasarkan wilayah kerjanya, PU merupakan salah
satu dinas yang memiliki peranan penting terhadap peningkatan kescjahteraan
masyarakat. Fasilitas umum yanp disediakan oleh PU merupakan faktor pendukung

dalam penyelenggaraan perckonomian warga, apalagi dengan wilayah kerja yang




berada di perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat, tentu saja kebutuhan akan
fasilitas umum pun semakin besar. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kinerja
pelayanan PL! selama ini? Apakah kebijakan program kerja yang dikeluarkan oleh PL
telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memuaskan mereka? Karena realita
yang terjadi masih banyak daserah di Makassar yang kurang mendapatkan fasilitas
wmim yang memadai,

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertartk mengangkat judul
tentang “Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan
Sektor Publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar®™,

1.2 Masalah Pokok

Permasalahan uwtama yang muncul adalah “bagaimana kinega pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar jika diukur melalui pendekatan konsep value
Jor money?"

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan cleh Dinas Pekerjaan
Umum Kota Makassar, antara lain pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan
gedung pemerintahan, sarana dan prasarana lingkungan, jalan dan jembatan termasuk
trotoar, drainase dan sungai. Maka dalam penelitian ini, penulis membatasi kinerja
pelayanan yang akan diukur dengan menggunakan konsep value for money pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yakni hanya pada kinerja pembangunan dan

pengelolaan Rumsh Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ada di Makassar




selama tahun 2006. Dasar yang menjadi pertimbangan penulis adalah Rusunawa
merupakan salah satu program pelayanan PLJ yang menggunakan anggaran belanja
yang cukup besar dibanding program yan lain, dan merupakan salah satu program
unggulan yang diharapkan akan banyak memberikan kontribusi positif bag
peningkatan kesejahieraan masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan
permukiman kumuh di perkotaan,

Selanjutnya, dalam penelitian ini aspek kinerja yang akan diteliti adalah yang
berhubungan dengan kinerja keuangan, vaitu nilai ckonomi dan mla efisiensi dari
realisasi anggaran pembangunan Rusunawa dan kinerja nonkeusngan dengan
mengukur nilai efektifitas pembangunan Rusunawa dalam bentuk penilaian publik/
pelanggan terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambsran bagaimana konsep pengukuran value for money
diterapkan dalam instansi pemerintahan.

2. Menggambarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan publik dari instansi
pemerintahan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan

pendckatan konsep value for money.




1.5 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan kajian yvang dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis atan
siapa saja yang berminat mengetahui lebih mendalam mengenai konsep value for
momney dan penerapannya dalam sektor pemerintahan,

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Makassar dalam melihat pencapaian kinerja pelayanan melalui pendekatan value
for money dan menjadi masukan dalam penyusunan kinerja pelayanan di masa
yang akan datang.

3. Sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa di
masa yang akan datang,

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :
BABI :PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, masalah pokok,
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika
penulisan.
BABII :METODE PENELITIAN
Bah ini berisikan tentang lokasi penelitian, pendekatan pengumpulan

data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.



BABIN

: LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan tentang konsep pengukuran kineda, konsep
indikator kinerja, anggaran kinerja, standar pelayanan publik, dan

konsep value for money.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
MAKASSAR
Bab ini berisikan tentang sejarsh singkat instansi, visi dan misi
instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas, wgas pokok dan
fungsi instansi.

BABV :PEMBAHASAN
Bab ini berisikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian vang
tefah dilakukan penulis berdasarkan pada metode analisis yang telah
dijelaskan pada bab 11 skrispsi ini.

BAB V1 :PENUTUP
Bab ini berisikan mengenai simpulan dari penelitian, dan saran-saran
untuk pihak instansi yang bersangkutan maupun pihak lain yang
berkepentingan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN,



BAB 11
METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian
Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar yang beralamatkan di jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar,
2.2 Pendekatan Pengumpulan Data
Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap,
maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan pengumpulan data sebagai berikut :
a. Tinjauwan Pustaka (Library Research)
Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-
teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis
pada buku-buku, literatur-literatur ataupun artikel-artikel akumtansi, sera
mengakses websife dan situs-situs yang menyediakan informasi vang berkaitan
dengan masalah dalam penelitian ini, guna mempercleh landasan teoritis yang
memadai untuk melakukan pembahasan secara komprehensif.
b. Penclitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada
tempat penelitian dengan menggunakan tcknik wawancara (inferview) dengan
pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta

pengumpulan dokumen atau data yang dianggap relevan dengan masalah yang



L ¥
diteliti. Selain itu, penulis juga menyebarkan kuisioner kepada pihak-pihak yang .=

berkompeten untuk melengkapi keakuratan data dalam skripsi.
2.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

& Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti laporan biaya
operasional, dan laporan realisasi anggaran.

b. Data Kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang
sifatnya deskriptif.

Sumber data dalam penulizsan ini adalah :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.
Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan
wawancara alau pengajuan pertanyaan kepada pejabat dan pegawai Dinas
Pekerjaan Umum Kota Makassar, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak
yang berkaitan langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (masyarakat).

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan sudah
terolah dan didapatkan lewat dokumen-dokumen.

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian inl adalah metode deskriptif
kuantitatif (Descriptive Kuantitative Analysis Method), vaitu dengan menerapkan
konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Kota Makassar, kemudian menganalisis unsur-unsur value for

10
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money yaitu dengan menghitung tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas dari

" " 'I
realisasi anggaran pembangunan Rusunawa. Namun sebelum ity, terlebih dahulu akan

dijabarkan konsep pembangunan Rusunawa dan indikator kinerja yang menjadi dasar

perhitungan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektifitas,

Secara lebih spesifik penguleuran value for money dapat dijelaskan dalam

uraian berikut ini:

a.

b.

Pengukuran Ekonomi
Nilai ekonomi dapat divkur dengan membandingkan antara inpur dan harga inpuf.

Semakin besar ratio berarti semakin tinggi nilai ekonomi.

Eknoml e —Pm__
Harga Input

Dimana, nilai input merupakan jumiah persentase antara inpwi yang digunakan
dengan input yang dianggarkan, sedangkan harga inpuf adalah jumiah persentase

antara harga inpus yang terealisasi dengan harga input yang dianggarkan.

Pengukuran Efisiensi
Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan ratio antara owfpur dan input,
Semakin besar ratio berarti semakin tinggi nilai efisiensi.

Outpul
Input

Efisiensi =

Dimana, nilai ow/pw merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik di

lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai inpwr merupakan jumlah
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persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan oleh
pemerintah.

c. Pengukuran Efektivitas
Secara sederhana efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara oufcome

dan puiput. Semakin tinggi ratio berarti semakin efektit

Efektivitas = OU1C0me
Cutput

Dimana, oufeome merupakan penilaian publik/ pelanggan terhadap hasil atau
pencapaian tujuan dari pembangunan rusunawa Makassar, Sedangkan oufput
merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik di lapangan dari setiap

kegiatan yang ada.

Untuk mengukur tingkat pencapaian owtcome rusunawa, penulis melakukan

penyebaran kuisioner kepada para penghuni rusunawa yang secara langsung
merasakan dampak dari terlaksananya program ini. Sejauh mana tingkat pencapaian
Ouicome dari pembangunan rusunawa akan ditentukan dari seberapa besar tingkat

kepuasan konsumen (penghuni rusunawa) terhadap pelayanan yang mereka terima.

(IKK) rusunawa. Karena sejatinya, yang menjadi outcome tertinggi dan ruh dari

setiap pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, pengolahan data yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

|'
I
|
Jadi yang menjadi ukuran owtcome rusunawa adalah indeks kepussan konsumen
12



a. Data-data kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh para responden

diubah menjadi data kvantitatif dengan memberikan skor pada masing-masing
pilihan jawaban dengan skala linkert seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono
(2002:74)

I = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Semju (TS)

3 =Netral (N)

4 = Setuju (5)

5 = Sangat Setuju (S5)

. Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan

diketahui pencapaian indeks kepuasan pelanggan, seperti yang dirumuskan oleh
Sugiyono (2002:79) berikut:
IKC=PP
Dimana:
IKC = Indeks kepuasan cusiomer

PP = Perceived Performance

. Qetelah diketahui TKK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada skala:

a) sangat tidak puas, b) tidak puas, c) cukup, d) puas, €) sangat puas.

Untuk menentukan skala ini ditentukan terlebih dahulu indeks kepuasan minimal
dan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan
antara indeks kepussan maksimal dengan indeks kepuasan minimal dibagi 5.
seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:80) berikut:

13




[Kmaks = RxPPxEXmaks

Tkmin = ExPPxExmin
Interval = (IKmaks = [Kmin):5
Diengan keterangan:

PP =Banyaknya item pertanyaan
R =lJumlah responden
EXmin = Skor minimal yang bisa diberikan

EXmaks = Skor maksimal yang bisa diberikan

Jawaban dari tiap responden selanjuinya diuji validitas dan reliabilitasnya
untuk melihat konsistensi dari responden pada masa yang akan datang mengenai
pertanyaan yang diberikan. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang
sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.
Sedangkan reliabilitas menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu
ferteni.

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah penghuni yang tinggal di
Rumah Susun Sederhana Sewa yang dipilih secara acak dengan menggunakan teknik
simple random sampling. Sclanjutnya untuk pengukuran nilai ckonomi, efisiensi dan
efektivitas dari program ini, maka digunakan skala. Untuk instansi Pemerintah
pengukuran ini sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pemeriniah daerah,

letapi secara umum diatur dalam modul Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
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Pemerintah (LAKIP). Adapun

skala yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah:
Tabel 2.1
Skala
No. Persentase Penilaian
L[ 904d100 sangat ekonomi/ sangal ehisien/ sangat efektif
2. J| B0 s/d 89,99 | cukup ekonomi/ cukup efisien / cukup efektif
3. 70 =/d 79,99 ekonomi/ efisien / efektifl
4. 60 5/d 69.99 | kurang ekonomi/ kurang efisien/ kurang efedctif
5. <5999 | tidak ekonomil tiduk efisien tidak efektif

Sumber: Siztem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instorsi Pemerintal Lembaga Admimisirasi Negara

(Lakip LAN)
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Pengukuran Kinerja
3.1.1 Pengertian Kinerja
Sebuah ungkapan mengatakan,”jf you can’t define performance, you can’t
measure or manage it . Dalam bukunya Indra Bastian (2001:329) memberikan
pengertian kinerja sebagai:
“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kepiatan/ program/
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, mjunn, misi, dan visi organisasi yang
terfuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi
atay dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai
oleh organisasi dalam periode tertentu.”
3.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja
Setiap entilas organisasi, baik organisasi yang mencari laba maupun yang
tidak beroriemtasi pada laba dan organisasi sektor publik membutuhkan berbagai alat
untuk senatiasa mengeiahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan

oleh organisasi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai salah satu pengukuran kinetja yang

ada yakni value for money, yang merupakan fokus pembahasan dalam penulisan

skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan mencoba menguraikan mengenai
pengertian dari pengukuran kinerja itu sendiri. Adapun pengertian pengukuran/

penilaian kinerja yang dikemukakan oleh para ahli, adalah sebagai berikut.
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Menurut Mahmudi {2005:7), pengukuran kinerja merupakan:

“Suatu proses penilainn kemajuan pekerjasn terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran yang felah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan
mmh:rlda]fa dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa,
perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efcktivitas tindakan dalam
mencapai wjuan.”
Menurut Sony Yuwono, Edy Sukamo, dan Ichsan (2004:23), pengukuran kinerja
adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai

nilai yang ada pada perusahaan.

Sedangkan, menurut Mulyadi dan Setyawan (1999:227), pengukuran kinerja adalah
penentuan atau penilaian secara periodik efekiifitas operasional suatu organisasi, dan
karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya,

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja
merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu
organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi
dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target
yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil

pengukuran kinerja yang dilakukan.

i
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3.1.3 Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja
Manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

a) Memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja
mangjemen.

b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

g) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya
dengan target kineda serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
kinerja.

d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward &
punishmenf) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan
sistern pengukuran kinerja yang telah disepakati.

¢) Sebagai alat komunikasi antara bawashan dan pimpinan dalam rmangke
memperbaiki kinerja organisasi.

f} Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyekif,

Adapun fujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah:

a. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawal.

¢. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.

18




d. Membernkan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan f
pemberian reward dan punishment. '—I--—-“- =
e. Memotivasi pegawai.
f. Menciptakan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik.
Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelaslah bahwa setiap organisasi/
perusahaan sangal membutuhkan pengukuran kinerja yang baik. Pemilihan alat
(tools) pengukuran kineria yang baik, nantinya akan memberikan feedback informasi '

yang akurat dalam penilaian atas kinerja. Hal ini akan menopang dalam perencanaan

strategi kerja yang lebih akurat dalam pencapain visi dan misi dari setiap organisasi/
perusahaan,
3.1.4 Aspek Pengukuran Kinerja

Beberapa aspek dari pengukuran kinerja, yaitu:

a. Aspek Finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap
instansi pemerintahan;

b. Aspek Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfuction), yaitn bagaimana instansi
pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas
dengan memberikan pelayanan yang prima secara 1ers menerus;

¢. Aspek Operasi Bisnis Internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna
memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah in-concert (seirama) dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana

strategis,
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d. Aspek Kepuasan Pegawai dalam setiap organisasi, pegawai merupakan aset yang
harus dikelola dengan baik, terutama dalam orpanisasi vang banyak melakukan
inovasi dan peran strategis;

¢. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, informasi dan pengukuran kinerja
harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para siakeholder;

f. Aspek Waktu, ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain
pengukuran kinefa untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk
membantu pengambilan keputusan vang cepat dan tepat.

3.2 Konsep Indikator Kinerja

1.2.1 Pengertian dan Peranan Indikator Kinerja

Istilah “ukuran kinerja™ pada dasarnys berbeda dengan istilah “indikator
kineria®, Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan
indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal
yang sifutnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinegja. Untuk dapat mengukur
kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar
penilaian kinerja.

Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian Lembaga Administrasi

Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (LAN BPKP, 2000:5) diartikan

sehagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja

harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar umtuk
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menilai kinecja, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-
going), maupun setelah kegiatan selesai (ex-posf). Indikator kinerja juga dapat
digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan. Tanpa indikator kinerja akan
menyulitkan pihak yang ingin memberikan penilaian terhadap kinerja dari
kebijaksanaan/ program/ kegiatan instansi pemenntahan, yang pada akhimya akan
menyulitkan memberi penilaian kinerja organisasi secara kesclurahan.
Beberapa peranan indikator kinerja bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.

b. Untuk mengevaluasi target akhir (final oufcome) yang dihasilkan.

¢, Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.

d. Memungkinkan bagi pemalai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilthan.

e. Untuk menunjukkan standar kinerja.

f. Untuk menunjukkan efektivitas.

g Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang
paling baik untuk mencapai target sasaran.

h. Untuk menentukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk
dilakukan penghematan biaya.

322 Elemen-Elemen Indikator Kinerja

Elemen-elemen indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

|, Indikator Masukan (Tnpu). Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang

digunakan dalam suatu proses tertenty untuk menghasilkan owipui. fnpui dapat
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dibedakan menjadi input primer (kas) dan inpwt sekunder (bahan baku, SDM,
infrastruktur). Pengukuran impwt adalah pengukuran sumber daya yang
dikonsurnsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan oufput. Proses tersebut
dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran impus mengindikasikan jumilah
sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi.
Pengukuran impuf dilakukan untuk mengetahui harga per unit inpus dengan
membandingkan fmput sekunder dengan impat primer. Indikator impat yang
digunakan adalzh indikator finansial berupa anggaran. Indikator input tersebut

diperiukan untuk mengukur tingkat ekonomi.

. Indikator Keluaran (Cuiput). Ousput merupakan hasil langsung dari suatu proses.

Misalnya, jumlah operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, jumlsh lulusan
perguruan tinggi, dan panjang jalan yang dibangun, Pengukuran output adalah
pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran output menunjukkan hasil
implementasi program atau kegiatan. Pengukuran oufput berbentuk kuantitatif

keuangan dan kuantitatif nonkeuangan.

. TIndikator Hasil (Outcome). Quicome mengukur apa yang telah dicapai dari suatu

program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharaplkan. Hasil yang
diharapkan bisa berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan oufcome adalah
hasil nyata yang dicapai. Tujuan pengukuran oulcome adalah untuk mengukur
nilai kualitas outpur dari suatu aktivitas atau program. Kualitas output dalam arti
yang lehih luas adalah dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian

pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas atau
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pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik terhadap masyarakat.
Pengukuran owicome tidak dapat dilakukan sebelum program  selesai
dilaksanakan, atou program tersebut telah mencapai tahap tertentu. Oleh karena
itu, untuk dapat mengukur outcome dengan haik biasanya dibutuhkan waktu yang
panjang.

Indikator Manfaat (Benefir). Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang
diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pencapaian twjuan
program. Manfaat baru tampak setelah beberapa tahun kemudian, khususnya
dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfast menumjukkan hal-hal
yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi
dengan optimal. Contohnya manfaat program Keluarga Berencana (KB) dengan
terkendalinya angka kelahiran.

Indikator Dampak {/mpact). Indikator dampak memperlihatkan pengaruh yang
ditimbulkan dari hasil kegintan baik posistif maupun negatif. Pengukuran impact
dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program dengan asumsi
keadaan yang akan terjadi apabila program tergebut tidak ada. Pengukuran impact
sehisa mungkin diusahakan sampai pada penentuan manfaat dan biaya sosial
secara finansial, Pengukuran impact biasanya dilakukan melelalui studi
perbandingan tertenty, misalnya antarkurun waktu (time series), dan tidak cukup

dengan pengumpulan data untuk satu waktu saja.
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3.2.3 Pengembangan Indikator Kin erja

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu
aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap
wnit organisasi berbeda-beda tertanggung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.
Penentuan indikator kinerja perfu mempertimbangkan komponen berikut:

a. Biaya Pelayanan (cost of service)

Penentuan indikator kinerja harus mencakup indikator biaya, biasanya
dinyatakan dalam biaya per unit. Indikator biaya ini merupakan elemen penting untuk
mengukur ekonomi dan efisiensi. Indikator biaya bersifat kuantitatif dan finansial.
Manfaat indikator biaya adalah untuk menilai kelayakan tarif pelayanan dengan
tingkat pelayanan yang diberikan serta untuk melakukan analisis keuangan.

b. Tingkat Pemanfaatan (ufilization rate)

Indikator tingkat pemanfaatan (utilisasi) diperlukan untuk mengetahui ada
atau tidaknya kapasiias yang menganggur (idle capacity) atas sumber daya yang
dimiliki organisasi. Tingkat utilisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan
tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia atau membandingkan antara
jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik
(public demand). Adanya kapasias yang menganggue pada desamya ekan
menjadikan  organisasi tidak efisien dan efektif. Indikator ini  harus
mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya bissanya berupa

volume absolut atau persentase tertentu, misalnya persciilase pengEunaan kapasitas.




¢. Kualiias dan Standar Pelayanan (guality and standard )

Selain indiktor yang sifatnya kuantitatif, penentuan indikator kinerja juga
harus mencakup indikator yang sifatnya kualitatif, misalnya indikator kualitas dan
standar pelayanan. Indikator kualitas pelayanan ini, misalnya kecepatan pelayanan,
ketepatan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan,
keindahan (estetika), etika, dan sebagainya. Sedang standar pelayanan terkait dengan
tingkat pelayanan minimal yang harus diberikan. Pada dasamya tujuan dibuatnya
standar pelayanan adalah untuk memberikan pelayanan publik yang manusiawi,
menjadikan pelanggan sebagai subjek yang harus dilayani dengan penuh hormat
Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik terdapal standar mutu inlernasional
ISO.

d, Cakupan Pelayanan (service coverage)

Indikator cakupan pelayanan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan
yang diberikan (supply) dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan (demand).
Organisasi pelayanan publik dihadapkan pada masalah cakupan pelayanan yang bisa
disediakan dibandingkan dengan total permintaan. Oleh karena itu, pembuatan
indikator cakupan pelayanan tersebut penting untuk perencanaan mengenal
peningkatan kapasitas pelayanan, alternatif pelayanan atau subtitusi pelayanan.

e. Kepuasan Pelanggan (citizen's satisfaction)

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu bentuk hasil suatu pelayanan

publik. Kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai tujuan tingkat tinggi dalam

: i i ' lalui metode
suatu sistem pengukuran kinerja. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui meto
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jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi
masyarakat (need assessmenr) dapat juga digunakan untuk menctapkan indikator
kepuasan. Kepuasan pelanggan sangat bersifat kualitatif, oleh karena itu untuk
mengetahu seberapa besar kepuasan pelanggan (masyarakat) perlu dilakukan survey
pelanggan. Survey kepuasan pelanggan tersebut kemudian dapat digunakan untuk
menghitung Indeks Kepuasan Pelanggan. Selain metode di atas, dapat juga digunakan
indikator proksi misalnya jumlah komplain atau aduan dari pihak pelanggan.
3.3 Anggaran Kinerja

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era
New Public Management telsh mendorong upaya uniuk mengembangkan pendekatan
anggaran yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran pemerintah. Sistem
anggaran kinerja merupakan salah satu anggaran yang dapat memenuhi tuntutan
perkembangan reformasi pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan
tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja dalam pencapaian fujuan dan sasaran dari kegiatan pelayanan publik.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinegja. Oleh karena i,
gunakan scbagai alat untuk mencapai mijuan, Sistem anggaran kinerja

anggaran di

i dan tolak ukur
merupakan sisiem Yang mencakup kegiatan penyusunan program
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kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program, Penerapan
anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program
dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.
Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak
ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

3.3.1 Pengertian Anggaran Kinerja

Secara umum fterdapat bebagai definisi tentang anggaran kinerja. Indra
Bastian (2001:92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik penyusunan
anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan unit coss dari setiap
kegiatan yang terstruktur. Maksud terstruktur di sini dimulai dari pencapaian tujuan,
program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alal
manajemen. Sedangkan menurut Sjahruddin Rasul (2003:49) anggaran kincrja adalah
sualu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap
kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada
kinerja dan produksi.

[ntisari dari berbagai defenisi di atas pada dasarnys merujuk bahwa melalui
penerapan anggaran berhasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara
bersamaan dengan jumlah dana yang dibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses
pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini disebabkan oleh fokus alokasi

anggaran akan lebih diarahkan pada hasil-hasil yang diinginkan.

27

e I

f
s




3.4 Standar Pelayanan Publik

Desain sistem manajemen kinerja sekior publik tidak dapat dipisahkan dari
penentuan standar pelayanan publik. Manajemen kinerja sektor publik belum
dikatakan lengkap bila tidak ditetapkan standar pelayanan publik vang menjadi acuan
bagi manajemen dalam bertindak. Standar pelayanan publik merupakan standar
kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dalam rangka
memenuhi standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan
Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3.4.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik ndalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagal upaya pemenuhan kebutuhan publik dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam hal ini, yang dimaksud
penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah berlanggung
jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan

pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan

dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.
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3.4.2 Klasifikasi Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan -
ke dalam dua kategori utama, yaitu: A
|. Pelayanan Kebutuhan Dasar
Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi :
a. Kesehatan.
b. Pendidikan dasar.
¢. Bahan kebutuhan pokok masyarakat (sembako).
2. Pelayanan Umum
Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga
kelompok, yaitu:
a. Pelayanan administratif.
b. Pelayanan barang.
¢. Pelayanan jasa.
3.4.3 Asas Pelayanan Publik
Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik
harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu:
1. Trasparansi .

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadal serta mudah

dimengerti.

29




2. Akuntabilitas | L i

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan i _j
i -1 —-—.-l.'-;
perundang-undangan,

—— "

3. Kondisional
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi
dan pencrima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelengparaan pelayanan publik |
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat,
5. Tidak diskriminatif (kesamaan hak}
Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, jender, status sosial dan ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
3.4.4 Prinsip Pelayanan Publik
Prinsip pelayanan publik antara lain: .
a. Kesederhanaan prosedur

Prosedur pelayanan hendaknya mudah dan tidak berbelit-belit.




b, Kejelasan

Kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit
kegja/pejabat  yang berwenang dan bertangpungjawsb dslam  memberikan )
pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengkela, atau tuntutan dalam
pelaksanaan pelayanan publik, serta rincian biaya pelaysnan publik dan tata cara
pembayarannya. Kejelasan ini penting bagi masyarakai untuk menghindari
terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat, misalnya praktik
pencaloan dan pungutan liar di Juar ketentuan yang ditetapkan.

c. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun wakiu yang telah
ditentukan.

d. Akurasi produk pelayanan publik
Produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus akurat, benar,
tepat, dan sah.

e. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, perelatan keria dan pendulung finny®

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

f. Keamanan ;

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Tidak boleh terjadi intimidasi atan tekanan kepada masyarakat dalam pemberian

pelayanan.
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g. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atas persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan sepenuh hati (ikhlas).
j- Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang TUnggu Yang nyaman,
bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas
pendukung pelayanan, sepert] parkir, toilet, tempat ibadah, dan sebagainya.
345 Cakupan Standar Pelayanan Publik
Cakupan standar pelayanan publik yang hars ditetapkan sekurang-kurangnya
meliputi:

1. Prosedur pelayanan
tetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi

rmasuk prosedur pengajuan.

Dalam hal ini harus di

pemberi dan penerima pelayanan i€




2. Waktu penyelesaian

Harus ditetapkan standar waky penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat

pengajuan pemmohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

3. Biaya pelayanan
Harus ditetapkan standar biaya'tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif/
biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

4. Produk pelayanan
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima scsuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang telsh
dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapatkan pelayanan berupa apa saja.
Produk pelayanan ini harus distandarkan.

5. Sarana dan prasarana
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Perlu ditetapkan standar kompetensi PetiEas

pengetahuan, keshlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

3.4.6 Biaya Pelayanan Publik

pﬂﬁbﬂﬂ layanan berdasarkan

Permasalahan penting dalam penyediaan pelayanan publik adalah penentuan

tarif/biaya pelayanan yang sering disebut charging for services. Pada dasarnya
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terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan biaya/ tarif

pelsyanan publik, misalnya metode biaya marginal (marginal cosi pricing), metode

pemulihan biaya penuh (fill cost recovery), metode biaya ditargetkan (farger

costing), dan sebagainya. Dalam penentuan biaya pelayanan tersebut diperlukan

pethitungan akuntansi biaya pelayanan vang cukup kompleks. Pada prinsipnya

penetapan besarnya biaya/ tarif pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat.

b. Nilai/ harga yang berlaku atas barang dan jasa.

¢, Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan
tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan,

3.5 Konsep Value for Money

35.1 Pengertian Value for Money
Value for money (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi sektor
publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata value dan money, konsep value for

maney sangat berbeda pengertiannya dengan konsep time value of money, Time value

of money memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubsh dengan adanya

perubahan waktu, sedangkan value for money memiliki pengertian penghargaan

terhadap nilai vang (Mahmudi, 2(005:89). Hal ini berari bahwa setiap rupiah harus

dihargai secara layak dan digunakarn sebaik-baiknye.

34




Sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat
daerah sering  dinilal scbagal lembaga yang inefisien, selalu boros dalam
menggunakan dana, sumber kebocoran anggaran yang tinggi (korupsi), dan institusi
yang selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya.

Oleh karena itu, tuntutan baru muncul agar pemerintah daerah memperhatikan
vaiue for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu:
ckonomis, efisien, dan efektif dengan cakupan sebagai berikut:
|. Ekonomis: dalam arti kehematan yang mencakup hati-hati dan cermat (predency)

dalam pengadaan alokasi sumber daya, seria perolehan inpur dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan
input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait
pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir inpuf resources
yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
produktif. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan mesukan
(cost of inpuf) atau dengan kata lain ekonomi adalah prakiek pembelian barang
dan jasa inpu dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang
dimungkinkan (spending

apabila dapat menghilangkan atay mengurangi biaya
dengan konsep produktivitas dalam arti berdaya guna

Jess). Suatu kegiatan uperasional dikatakan ekonomis
yang tidak periu ada.

2. Efisiensi: berhubungan eral s
dalam penggunaan symber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan

dan m ] and minimizing cosf).
1 i imalkan (nmlmizfng benefils
hasilnya yang dimakst
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Efisiensi m i
siensi merupakan perbandingan oufput/inpur (cost of output) yang digunakan

dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, Proses
kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-
rendahnya (spending well).

3. Efektifitas: pada dasarmya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran
dari target kegiatan (berhasil guna), Efektifitas merupakan hubungan antara
keluaran (owtpuf) denpgan tujuan atau sasaran (owlcome) yang harus dicapai.
Semakin besar kontribusi omfpur terhadap pencapaian tujuan, maka semakin
efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suvatu organisasi, program, atau
kepiatan dinilai efektif apabila oufput yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang
diharapkan (spending wisiey).

Value for money menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Dengan pengertian lain, vafue
for money menghendaki organisasi dapat mencapai fujuan yang ditetapkan dengan
biaya yang lebih rendah.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun

beberapa pihak berpendapat bahwa g
keadilan (equity) dan pemerataan atau kesctarasn (equalify).

elemen saja belum cukup. Perlu ditambah

dua elemen lain yaitu
Keadilan berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan sosial (social opportunity)

yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik ¥
hak istimewa atas kelompok tertentu.

ang berkualitas dan kescjahteraan

ckonomi tanpa adanya diskriminasi, atau
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Kesetaraan mengandung arti bahwa pemerintah me Salivtn i |
masyarakat yang lebih membutuhkan, Hal i juga berarti perlunya dilakukan
pemerataan pelayanan sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang
diberikan. Perluasan value for money dengan menambah prinsip keadilan tersebut
penting untuk menghindari munculnya eksternalitas serta kegagalan pasar,
152 Indikator Value for Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai
pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi
dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi), dan (2)
indikator kualitas pelavanan (efektivitas). Indikator efisiensi menggambarkan
hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi { seperti staf, upah,
dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektivitas
menggambarkan jangkauan akibat dan dampak foutcome) dari keluaran (oufpul)
program dalam mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama.

Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannys sudah dilakukan secara ekonomis dan

efisien akan tetapi outpul yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Atsu di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan

1 i ﬁﬁiﬂn- Jikﬂ !m{u
Hkarl Lﬂiﬂ.r_l 1 i i ara vang lll:lﬂk :knmmﬂ dﬂll &
i Il'lul'.lﬂk.'l.ﬂ dlf,'.El.pﬂl dﬂﬂgﬂﬂ ¥ ¥
l‘.‘ﬁ:‘-kﬁf dﬂl] Eﬁiiﬂl I‘I'I.E.kﬂ Y .] Ikﬁlﬂk!.n Cosl=
Plﬂgram PH}EIEIH Hng d—' ﬂiﬂﬂkﬂl dﬂpul d

effectivences. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi
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dan efektivitas dan dapat memberikan ukygan kinetja bottom line yang dalam sektor
publik diidentikkan dengan pelayanan publik.
3.5.3 Pengukuran Value for Money

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pegukuran kinerja value for
maney adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih spesifik dapat dijelaskan
dalam uraian berikut ini:

4. Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ckonomis hanya mempertimbangkan masukan (inpuf) yang

dipergunakan,

Input

Ekonomi = __“_Hamﬂ et

Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif. Berbagai pertanyaan yang perlu
diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain; (i) Apakah biaya organisasi
lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasl; (ii) Apakah biaya

organisasi lebih besar daripada biaya organisasi scjenis yang dapat

isasi uniakan sumber da
diperbandingkan; dan (iii) Apakah organisasi telah menggUnakan ya

finansial secara maksimal. Tiga pertanysss ini dapat dikatakan sebagai

etahui  tingkat
1 i dibutuhkan dalam rangka MENg
kebutuhan informasi Yang

ekonomisnya.
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b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan ratio antara outpul dan input. Semakin besar rario
berarti semakin tinggi nilai efisiensi. Dalam pegukuran indikator value for money
efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau
manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan
sumber daya inpu! pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atan manajerial
terkait dengan kemampuan mendayagunaskan sumber daya impuwt pada tingkat

oufpul tertentu.

Cutput
Input

Efisiensi =

Dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya
(standard spending assessment) sehagai bentuk standar biaya. Pengukuran
efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar

belanjanya. Penetapan standar belanja tersebut sebelumya juga sudah harus

mempertimbangkan aspek ekonomi serta standar pelayanan publik minimum

vang harus dipenuhi.

¢. Pengukuran Efcktivitas

Efektivitas diukur dengan ratio aniara ouwlcome dan owlput. Berhasil
vitas dapat

. . gt dapat diukur dengan tingkat
1 - gncapat tujuannyd
tidaknya suatu organisasi m

efekiivitas dari kegiatan organisasi tersebut.

R Quicome
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Apabila orpanisasi berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan
efektif.

3.5.4 Manfaat Falue for Money pada Sektor Publik

Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik

antara lain:

a, Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan
tepal sasaran,

b, Meningkatkan mutu pelayanan publik.

¢. Menurunkan bimya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya
penghematan dalam penggunagn input.

d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar

pelaksanaan akuntabilitas publik.




Gambar 3.1 Kerangks Pengukuran Kinerja Sektor Publik
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

4.1 Sejarah Berdirinya Instansi

Keberadaan pemerintahan dari hari ke hari semakin menunjulan perubahan
yang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini dapat kita amati dengan berbagai
perubahan model pemerintzhan negara kita (Indonesia) mulai dari awal berdirinya
sampai dengan saaf ini.

Semangat reformasi menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap model
pemerintahan dengan munculnya UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang
kemudian diperbaharui dengan UU Nomar 32 dan UU Nomor 33 tghun 2004 yang
berkaitan dengan upaya terciptanya pemerintahan yang desentralistis di setiap
wilayah. Tentu saja aturan ini dikeluarkan sclaras dengan upaya peningkatan kinerja
dari pemerintah.

Perubahan model tersebut memaksa setiap daerah mengembangkan model
ya dengan lebih baik, walaupun masih mangikuti berbagai pedoman

pemerintahann

yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini pula yang menjadi acuan pemerintah Kota
g di

ﬂIﬂ a.‘

i kondisi yang lebih baik tercermin dalam visi

tujuan masyarakat sebagai
Upaya-upaya untuk mencapa

i :
dan misi pemerintah Kota Makassar Y&&
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Visi Pemerintah Kota Makases :

“Terwujudnya Makassar Sebagai Kota Maritim,

Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi®
(LAKIP Tahun 2005 : 15)

Dalam upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar, maka berbagai
perencanaan strategik disiapkan dan berbagai dinas dibutuhkan dalam membantu
pelaksanaan berbagai program kerja yang dicanangkan,

Salah satu dinas yang sangat dibutuhkan dalarn pencapaian visi pemerintah
Kota Makassar ialah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas yang dalam kegistannya lebib
berfokus dalam perbaikan infrastuktur yang dimiliki Kota Makassar, menjadi salah
satu dinas yang sangat menunjang kinerja Pemerintah Kota secara keselurahan,

Untuk mempertegas keberadaan Dinas Pekerjaan Umum ini  maka
dikeluarkanlah : Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2003, tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mukaesar Kemudian diperjelas dengan : Peraturan Walikota Makassar Nomor 71

Tahun 2005, tentang Tugas pokok Dan Fungsi Subbagian Dan Seksi Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Kedua aturan di atas yang menjadi acuan untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU)
ud

melaksanakan kegjatannya sehari-hari Y0 berkaitan dengan perbaikan infrastuktur

di Kota Makassar.
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4.2 Struktur Organisasi dag Pn:mlmgian Tugas

4.2.1 Strukiur Organisasj

Setiap organisasi lentu membutuhkan kerangks kerja yang jelas dalam
melaksanakan setiap aktivitas yang teleh ditetapkan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh
setiap organisasi yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang kemungkinan
besar mempunyai karakier yang berbeda-beda, dalam upays mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya,

Salah satu cara dalam memperjelas kerangka kerja atau alur kerja dari setiap

orang yang terdapat dalam organisasi tersebut, maka dibutuhkan struktur organisasi,

Struktur ini akan menjelaskan setiap posisi dari setiap orang dalam organisasi tersebut

dan juga menggambarkan fungs: serta fugas apa yang diemban oleh tiap individu

dalam organisasi. Hal tersebut berlaku untuk setiap organisasi termasuk organisasi
pemerintahan maupun organisasi non laba.
Pada Dinas PU Kota Makassar, struktur organisasi ini menjelaskan alur

pertanggungjawaban dari setiap hidang dan seksi yang ada. Selain itu, tentu saja

struktur ini memberi gambaran mengenai

Gambr struktur organisasi terlampir.

alur kerja dari Dinas PU secara umum,

4.2.2. Pembagian Tugas

i Di ] Kota Makassar,

i Dinas Pekenaan Umum (PL)

Berdasarkan struldur organisast “

maka terdapat perbedaan fugas pada tigp tingkatan posisi. Perbedaan tugas i
ap

" i juran Daerah

dijelaskan secara terperinci dalam : Perd

Kota Makassar Nomor 25
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Secara garis besar pembagian tugas dari setiap posisi dalam Dinas PU Kota
Makassar, akan dijelaskan sebagai berikut -
a) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai
kebijaksanaan Walikota dan peraturan perundsng-undangan yang berlaku,
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-
tugas Dinas.
b) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyal tugas melaksanakan pelayanan administratif bagi
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.
¢) Bidang Perumahan dan Bangunan
pengeloloan perumahan, pembinaan terhadap

pelayanan teknis di bidang

pengusaha, pengembang pcmmﬂhm'pmgelula pengusaha rumah sewa'kost serta

pengawasan dan penertiban penghunian perumahan dan  pembangunan,

ili intah,
pemeliharaan dan rehabilitasi gedung-gedung dan bangunan milik Pemen
dan Prasarana Lingkungan
Prasarand Lingkungan mempunyai

Wwdmwmﬂrwﬁhm

d} Bidang Sarana
tugas melaksanakan

Bidang Sarana dan

pembangunan dan pemeli

ukiman.
lingkungan perumahan dan pem
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¢) Bidang Jalan dan Jembatag

Bidang Jalan dan Jembatan Mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan
rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan termasuk trotoar

fi Bidang Bangunan Air
Bidang Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan survey perhitungan
rencana pembangunan dan pemeliharaan drainase.

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawah
kepada Walikota melalui Kepala Dinas,

4.2.3 Visi dan Misi Instansi

Dalam setiap organisasi terdapat cita-cita yang ingin dicapai, bagaimana
kondisi organisasi di masa yang akan datang dan mau kemana organisasi akan
dibawa. Pernyataan tersebut tertuang dalam visi organisasi. Dinas PU Kota Makassar
Sbugai salah satu Dinas yang berada di bawah Walikota Makassar, mempunyai visi
endii  dalam upaya mewujudkan visi Pemerinizh Kota Makassar. Adapun
Pemyataan visi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar :

“TERDEPAN DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
DI BIDANG KE-PU-AN YANG TEPAT GUNA SERTA

BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Bumbey  Dinas PL! Kova Makassar)




Pernyataan visi dari Dinas P1J Koa Makassar di atas_ tenty saja membutuhkan

langkali-langkah ketja yang jelas dalam wpaya pencapaiannya. Penjabaran dari visi
setiap organisasi tertuang dalam misi yang akan dilakuken, Adapun pernyatan misi
dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang merupakan langkah-langkah
konkrit Diinas dalam pencapaian visinya disebutkan sebagai berikut :
" PEKE UMU KOTA SSAR”
1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber daya Manusia
2. Mewujudkan Pengelolaan Pembangunan di Bidang ke-PU-an yang Berkualitas
dan Berhasil Guna.

3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

4, Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait.”
(Sumber : Dinas PU Kota Makassar)
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan pleh Dinas PU

Kota Makassar, diperjelas dengan penjelasan IEas pokok dan fungsi Dinas PL yang

Makassar Nomor 25 Tahun 2005 tentang
tercantum dalam : Peraturan Dacrah Kota

Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

dan ﬁ_m_gSI dari Dhnas m {I

Makassar, akan disebutkan scbagai berikut:
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§ Pokok Dinas Peker an Umum Kota My ..

Merumuskan, Viembina dan Mengendlikan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum,

Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Pemerintahan, Sarana dan

Prasarana Lingkungan, Jalan dan Jembatan Termasuk Trotoar, Drainase dan Sungai.
Fungsi Dinas Pekerj Umu ta Makassar :

I, Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pekerjean umum,
pengadaan dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta sarana dan
prasarana lingkungan;

2. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar dan drainase;

3. Peyusunan rencana dan program di bidang pengadaan dan pemeliharaan
bangunan dan pedung pemerintah serta sarana dan prasarana lingkungan;

4 Peoyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliheraan jaian dan

jembatan dan drainase termasuk trotoar,

5. Pembinaan unit pelaksana teknis.




BAB v
PEMBAHASAN

51 Konsep Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa)

Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang mendapat provek
pembangunan 1000 tower, sebuah program pemerintah untuk menata kawasan kumuh
di perkotaan. Pembangunan Rusunawa ini merupakan realisasi "Program 1000
Tower” tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk Jakarta, Bandung, Surabays,
Makassar, hingga Batam sebagai sasaran program terscbut. Di Makassar, ada 4
daerah yang menjedi sasaran pembangunan Rusunawa, di antaranya Kecamatan
Biringkanaya (Daya), Kecamatan Mariso, Kelurahan Ballaparang, dan Kelurahan

Baraya,
Beberapa hal mendasar yang perlu mendapat perhatian dan menjadi

pertimbangan utama untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Rusunaws,

intara lain:

udi pasar perumahan di Indonesia (HOMI Praject),
5

iilan rendah
taan terutama Yang berpenghasi
menunjukkan bahwa penduduk perko

per bulan) masil merupakan
nduduk perkotaan. Dengant
4.2% sepanjang tahun 1990

& Berdasarkan hasil kajian tim

jumlah terbesar, yaitu kurang

(di bawah Rp 1,5 juta fingkat panumhuhﬂl'l

; i e
lebih 65% dari total jumiah P =y

penduduk yang cukup pessh S
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mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sekitar 800.000 rumah bar

setiap tahun, belum termasuk kesenjangan (backiog) sebelumnya.

b. Sejalan dengan program jangka panjang nasional yang tertuang dalam Program

Pembangunan  Nasional  (Propenas), pemerintah  telah  mengupayakan

pembangunan Rumah Susun Sederhans Sewa (Rusunawa) schagai salah satu
alternatif pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman terutama di kota-

kota besar dan metropolitan,

¢. Upaya pemerintah untuk mengembangkan Rumah Susun Sederhana Sewa juga
dilandasi oleh beberapa pemikiran: |
|. Berkurangnya lahan pertanian produktif dan masalsh lingkungan yang
diakibatkan oleh berkembangnya perumahan perkotaan di wilayah pinggiran
akibat tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat signifikan;
2. Masalah transportasi yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan
tidak dapat diimbangi oleh penambahan luas jalan;

jumlah pemakai jalan yang

3. Beban biaya investasi prasarand dan sarana terutama transportasi yang sangat

terbatas dibandingkan dengan kebutuhar;

4. Beban individu masyarakat yang cukup beral apabila tinggal relatif janh dari
. an indivi

pusat kota,

luasn rmukiman
Program Rusunawa ini didasarkan pula pada masih luasnya pe
tingginya harga lahan,
Kmuh, g perkotaan dan metropolitan; torbatas dan HngeIny

hunian Jayak, dukungan peremajaan kota (urban

%esenjangan (backlog) penyedi®®
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rengwal) dan pencapaian target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPIMN} 2004-2009 dan Millenium Development Goals (MD( 's), Rencana

Strategi PU, serta. Rencana Kerja Program Tahunan (RKPT),

Dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2004-2009
ditargetkan pembangunan Rusunawa sebanyak 60.000 unit diperuntukkan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara Rencana Strategis (Renstra)
yang dibuat Departemen PU menargetkan 30.000 unit Rusunawa hingge 2009 dalam
rangka penanganan kawasan kumuh perkotaan. MDG's tahun 2015 menargetkan
sedikitnya 300 kawasan di 200 kota bebas kumuh dan 300 kota bebas kumuh pada

1ahun 2020 sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Mengingat perkotaan dan kota Metropolitan selalu menjadi tumpuan bagi

pencari kerja, maka otomatis terjadi penambahan penduduk. Guna mengatasi

permasalahan  yang mungkin timbul seperti kawasan kumuh, maka pemeriniah

merepcanakan untuk II‘l-EI'IB:.l'lEﬂlﬂ [.'rﬂ.‘.lgi'ﬁﬂ'l ini dengan serius dengan cara melakukan

peremajaan kota. Apabila kawasan lunuh diperkotaan tidak dapat ditangani dengan

infrastruktur lingkungan ( pﬂmbmgunﬂn jni.an linghkungan, drainase, sanitasi) maka

gunan Rusunawd melalui peremajaan kota (urban

lepaksa melakukan pemban
rﬂmgﬂ_
qan program pengembangan Rusunawa maka peran

erkai an pembiay
5 e cebagai Peﬂgl_mghl Oleh sebab itu share

investasi APBN diupayakan heny?

a1
e ———————




pembiayaan dari Pemda (Pemkot/Pemiab) sangat dibutuhkan seperti penyedi
yediaan

lahan di daerahnya, guna mensukseskan program pembangunan Rusunawa di masa
datang. Begitu pula dalam hal operssi dan pemeliharaannya, diharapakn terjadi
sinergi antara dana APBN dengan APBD dari Pemda (Pemkab/Pemkot/Pemprov).

Rusunawa diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendzh (MBR)
yang tidak bisa akses terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Rusunawa
hanya sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat Setelah menempati
Rusunawa beberapa lama, diharapkan para penghuninya dapat berpenghasilan lebih
baik sehingga dapat akses terhadap KPR bersubsidi. Rusunawa ditujukan untuk
masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan, penghuninya
diharapkan dalam waktu satu sampai empat tahun pendapatannya meningkal, jadi
bisa ambil KPR bersubsidi. Mereka diharapkan tidak scumur hidup tinggal di

Rusunawa, harus ada peningkatan hidup.

Namun, jumlah Rusunawa yang telah dibangun di Makassar belum mampu

memenuhi permintaan sarana tinggal yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
Sebanyak 70,000 keluarga kategori miskin di Kota Makassar membutuhkan tempat
tinggal layak huni. Saat ini Makassar memiliki 5 bwin blok Rusunawa dengan
yang lay . . +
fueniah 480 st di kecamatan Tamalanres, Birngkanays g Bt R 05
akat yang tinggal di
: g semeniara masyar
Makasar berfungsi untuk Dnampud

i 14 kecamatan di kota yang

lingkungan kumuh, Pasalny?, warga yang Lerseoar 43
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berjulukan "Anging Mammiri® in; sl %
] asih I_'mggﬂ di :
gubuk-gubuk yang tidak
memenuhi standar hunian,

Ouicome yang diharapkan dari program ini, diantaranya mengurangi kawasan
kumuh, terwujudnya hunian yang layak, murah, berkualitas dan terjangkau harganys.
Peningkatan kesejahteraan bagi MBR, pembelajaran dalam kemandirian masyarakat
dan sebagai model percontohan (best practice) untuk direplikasi oleh pemerintah
daerah.

Program ini akan menjadi stimulan pemicu bagi dacrah dalam penyediaan
hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus
menangani kawasan kumuh di perkotaan. MNamun, anggaran yang besar dalam
Pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) menjadi kendala yang
meaghambat penataan kawasan kumuh menjadi kawasan yang schat dan asr. Satu

it rusun saja menelan anggaran sedikitnya sekitar 3 miliar rupiah,
32 Indikator Kinerja Program Pembangunan Rumah Susan Sederhana
Sewa (Rusunawa)

% Indikator jrpur rasunawa adalah input primer (dana yang dianggarkan} dan fmput

Sekunder (bahan baku, tenaga kena, dan infrastruktur lainnya),
b. Indikator Gulpul TISUNAWA adalah unit fisik rusunawi yang terbangun,

© Indikator outcome rusunawa adalah kepuasan masyarakal penggguna jasa

(Penghuni) rusunawa.
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5.3 Pencrapan Konsep Value for Money dalam Mengukur Nilai Ekonomi,

Efisiensi, dan Efektivitay Program Pembangunan
Makassar Tahun 2006

Rusunawa

531 Pengukuran Nilai Ekonomi Program Pembangunan Rusunawa

Ukuran ekonomi mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya input
(cost of inpur). Ukuran ekonomi berupa berapa angparan yang dialokasikan.
Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan,
sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan.

Nilai ekonomi dari program pembangunan rusunaws dapat diukur dengan
membandingkan antara impuf sekunder (bahan baku, tenaga kerja, dan infrastruktur)

dengan input primer (kas atau anggaran), Dari hasil wawancarm dan pengamatan data

yang penulis lakukan di lapangan, program pembangunan rusunawa telah memenuhi

prinsip ekonomi, yaitu:
a Selama proyek ini berlangsung tidak pemah terjadi pemborosan
penggunaan dana.

ing murah
b. Harga bahan bangunan yang digunakan adalah tingkat harga yang paling m

i kuantitas bahan yang telah
: hi standar kualitas dan
dipasaran dengan letap memen

ditetapkan.
ba mmmhﬁngkﬂt@:mspﬂlmsmumh
EC, UFEh tenaga kﬂljﬂ yang dibayar

dipasaran dengan tetap mementP!

tenaga kerja yang telah ditetapkan-




4 Menggunakan sistem tendet, dengan melimpahkan proyek

rusunawa kepada pihak kontraktor yang memenuhi svarat pada saat pclclangand
proyek. Kemudian menggunakan jasa konsultan untuk melakukan pengawasan
pelaksaan proyck selama proses pengerjaan berlangsung.

e, Penpgunaan bahan bagunan dan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek ini
berada pada kapasitas yang optimal atau tidak ada yang menganggur.

{ Dana yang terpakai dalam proyek ini, tidak melebihi anggaran yang telah
ditetapkan.

¢ Dasar pembebanan biaya dalam penyusunan anggaran berdasarkan harga pasar

yang berlaku,
Jadi berdasarkan prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa hargs atau biaya yang

dikorbankan untul mendapatkan inpuf program pembangunan rusunawa berada pada

fingkat yang sangat ekonomi dengan realisasi SNBETEEE (input primer) sebesar 100%

dan fnpur sekunder sebesar 100%. Sehinggs, jika dilakukan penilaian berdasarian

sistem lakip LAN, dengan hasil perbandingan fnput sekunder dengun inpul primer

i 100%, maka pelaksanaan program
Gidapaikan hasil persentase pencapaian SEoeSif

pembangunan rusunawa beradd pada tingkatan 27

jensi Program Pemban

gat ekonomi.

532 Pengukuran Nilai Ef

Semakin besar ratio berarti semakin tnEE!

jumnya pade
penelitian yang telah dipaparkan e

Money terhadap program PengemPe”
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1. Rusunawa Daya

Tahap 11 tahun 2006, angparan Rp 8.113.800.000, satu rwin block, dua unit rusun

96 kamar,

b, Rusunawa Mariso

Tahap 1 tahun 2006, anggaran Rp 11.410.920.000, tiga twin block, enam unil

rusun, 288 kamar.
Tabel 5.1
Data Target & Realisas

aitan dengan Pembangunan Rusunawa Tahun 2006

i Anggaran Dinas PU Kota Makassar

Yang Berk
X B ANGGARAN
. PROGRAM KERJA TARGET REALISASI |
_.|- (Rp) (Rp)

| |[Rusunawa DayaTahap II g 118.800.000 | 8.118.800.000
ER o 131.410,920.000 31.410.920.000

2 [Rusunawa MarisoTahap 1 3141092

. ENEITTI. T -
Sumber : Data Dinas PU Kota Makassar:

56




Berdasarkan tabel di
el di atas, dapat dihitung nilai efisiensi dari program ini

| ﬂj}ﬂgai berikut :

3, Program Pembangunan Rusunawa DayaTahap 11

Dalam program ini dana yang dianggarkan sebesar Rp 8.118.800.000 dimsna
dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp 8.118.800.000. Dengan
demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan
mituk kegiatan ini berupa dana anggaran sebesar Rp 8.118.800.000. Jadi persentase
nilai imput dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Nilai Input = Realisa "‘“”"x 100%
Rencana

_ 81 18.800.000

g.118.800.000

= 100%

=1 00%

Sedangkan untuk mengetahui nilal outpuf (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur oufput adaleh keadaan/ realisasi fisik dari unit rusunawa yang
terbangun berdasarkan target kerja di 1apangat Realisasi fisik di Japangan inilah
yang menjadi persentase nilai oufpul dari kegiatan ini. Berdasarkan data yang kami
dipatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, realisasi fisik dari kegiatan

gka 100%. Menurl penanggungjawab teknis dari

terscbut mencapai persentas¢ &0
kepiatan ini, realisasi fisik di 12pa"

Berdasarkan data tersebut, dapet G0
gka 100%.

+nilai oleh instansi terkait.
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Setelah milai fmpur dan output diketahwi maka selanjutnya pengukuran
B H i :Fra
fsiensi dapat dinyatakan sebagai berilout:

ap s . ﬂlr.l!'pm
Nilai Efisiensi =
: x100%

= :I.—{Exlm%
100

= |00%

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan pembangunan
rsunawa Daya tahap [ sangat efisien, dimana antara nilal input dengan outputnya
berbanding sangat maksimal.

b. Program Pembangunan Rusunawa Mariso Tahap |

Dalam program ini dana yang dianggarkan sebesar Rp 31 410,920,000 dimana

dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp 31.410.520.000.

Dengan demikian selurub dana vang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator

masukan untuk kegiatan ini berupd dana anggaran sebesar Rp 31.410.920.000, Jadi

persentase nilai input dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Realisasi ) 00%

Re neand
31.410.920.000,100%
31.410.920.000

= 100%
ruk mengetahui nilai 0
ah keadasn/ realt

Nilai Input =

uipuit {I:I:Iluarm} yang dijadikan indikator
qasi fisik dari unit rusunawa Yang
untuk mengukur oufpul A48
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fari Dimas Pekerjaan Umum Kota Makassar realisasi fisi
mencapal persentase angka 100%. Menurut o e
- ‘mm n a § 4
] S erungawab teknis dan kegiatan
, realisasl 1 lapangan telah diawasi dan dinilai oleh i
mstanst lerkait.
asarkan data terse i
Berd but, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase outpur dari
kegiatan/ program ini mencapai angka 100%.
Setelgh nilai input dan outpwt diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Efistensi = 222 100%
Input

1
=—ﬂ£xl!]u%
100

=100%

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan pembangunan

nstmawa Mariso tahap | sangal ¢fisien, dimana antara nilai input dengan outputnya
berbanding sangat maksimal.

Hasil pengukuran ini mmﬂgﬂlﬂharkan bahwa Dinas pUJ telah berhasil

melakukan efisiensi dalam proses pmﬂhangunan rusunawa dengan pmmapai-,m tingkat

efisiensi sebesar 100%.

itas Program Pembangunan Rusunawa

gan membandingkan an
lai ouicame dan oufpul Yang menjadi

S33 Pengukuran Nilai EfektiV
{Ara oufcome dan

Nilai efektivitas dapat diukur der

O, Karena itu, pertu diketahus BEreP i
indikstor p— pcmbﬂnguﬂﬂﬂ rusunawa. Delam konsep
kinerja program
Pembangunan rusunawa diketaht! outcome YONE diharpkan dari program T
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|
|

gantaranya mengurangi kawasan kumub, terwujudn :
- | va hunian yang layak, murah,

perkualitas dan terjangkau  harganya. Peningkatan i
| R kesejahterasn bagi MBR,
pembelajaran dalam kemandirian masyarakat dan sebagai model percontohan (best
practice) untuk direplikasi oleh pemerintah dacrah. Sedangkan outpur program ini
. ATy
sdslah hasil persentase perhitungan realisasi fisik dari setiap unit rusunawa yang

terbangun. Dan persentase realisasi fisiknya adalah 100%.

Untuk mengukur tingkat pencapaian oufcome rusunawa, penulis melakukan
penyebaran  kuisioner kepada para penghuni rusunaws yang secara langsung
merasakan dampak dari terlaksananya program ini. Sejauh mana tingkat pencapaian
ouicome dari pembangunan rusunawa akan ditentukan dari seherapa besar tingkat

kepuasan konsumen (penghuni rusunawa) terhadap pelayanan yang mereka. terima.

Jadi yang menjadi ukuran pufcome TUSUNawa adalah indeks kepuasan konsumen
(KK} rusunawa. Karena sejatinya, yang menjadi oulcome tertinggi dan ruh dar

setizp pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Alur pengukuran oufcOmE rusunawa dapat dijabarken sebagai berikui. Data
diubah menjadi data yang bersifat

awaban sebagai berikut:

dari kuisioner yang masih bersifat kualitatif akan
Kuantitatif, Untuk mengubah sifét data tersebut dibuat skor ]

. o S
1. Jika memilih Sangat Tidak Setuju (8TS) diberl pifai

2. Jika memilih Tidak Seta/ (TS
™) diberi nilai 3

) diberi pilai 2
3. Jika memilih Netral
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4, lika memilih Setuju (S) diberi nila: 4
5. Jika memilih Sangat Setuju (S8) diberi nilai 5

Jumlah kuisioner yang dibagikan kepada pelanggan (penghuni rusunaws)
sehanyak 50 dan yang kembali adalzh 42 dan semuanya memenuhi syarat untuk
diolah , sedangkan total pertanyaan dalam kuisioner adalah sebanyak 17 pertanyaan
yang mencakup atribut pelayanan, lingkungan, harga, nilai ckonomi, dan
kesejahteraan hidup.

Untuk mengetahui apakah alat ukur (kuisioner) yang digunakan tepal untuk
mengukur apa yang ingin diukur atau tidak maka diadakan uji validitas. Validitas
ditunjukkan oleh suatu indeks yang menunjukkan seberapa jauh susw alat ukur
benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, Untuk dapat dikatakan valid maka

koletasi antara skor butir pertanyaan dalam kuisioner dengan skor total harus

signifikan. Untuk pengujian validitas dengan metode Pearson Correlation dilakukan

dari 17 pertanyaan, 2 (dua) perianyaan tidak valid (pertanyaan nomor 8 dan 13),

sehingga yang dimasukkan dalam perhitun

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk MEREE
lehih terhadap gejala yang sama dengan

gan hanya 15 pertanyaan.

whui sejauh mana konsistensi

ua kali atan
reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil

ggi harga Alpha (mendekati angka

reliabilitas untuk 15

apabila dilakukan pengullurm'l d
menggunakan alat ukur yang Sime Uj
gffisien. Semakin Ut

sath), maka kuisioner semakin reliablé (konsister)). Hasil Ul

dari Crombach’s Alpha Co
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pertanyaan menghasilkan nilai Cronbach 'y Alpha (=) sehesar () 868, [ni menunjukkan
pahwa kuisioner cukup reliable, apahila digunakan untuk mengukur kembali ohjek
yang sama, hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda,

Tabel 5.2
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data Kuisioner
Program Pembangunan Rusunawa

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's | Standardized
Alpha Items M of itams
[ HER 855 15

Case Processing Summary

M B
- — 7 1000
Excluded® 0 0
Total Al L

a. Listwise deletion based on al
variables in the procedure.

berdasarkan hasil penstitian di lopangan

ber: Diolah sendiri
S untuk  kemudian

Dari data tersebut dapal ditentukan interval kepuasan




]K.Iﬂjn vt PP“EHE}(mjn

= 15x42%]
= 630
Interval = (3150 - 630):5 -

= 504

a. 630 - 1134 —+  dikategorikan sangat tidak puss

b. 1134 - 1638 -»  dikategorikan tidak puas

c. 1638 - 2142 —  dikategorikan cukup puas

d. 2142 - 2646 —  dikategorikan puas

e. 2646 - 3150 -  dikategorikan sangat puas

Berdaearkan interval data yang didapatkan di atas, maka lima kategori di atas
diperoleh. Berdasarkan kelima kategori milah nantinya hasil perhitungan atas

Kuisioner yang diedarkan akan diketahui berada diposisi manakeh tingkat kepuasan
1 Di hangunan
pelanggan (masyarakat) dari [inas Pl Kota Makassar alas program pem

rusunawa. Indeks kepuasan pelanggan (masyarakat) yang diperoleh dari penyebaran

pada kategori puas. Hasil data
Kota Makassaf) disajikan dalam

dari kuisioner
kuisioner adalah 2236, artinya berada

yang disebarkan kepada pelanggal (masyarakat
lampiran.

mikian pencapaian indikator hasil (outcome) untuk program
Dengan de an - S
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. Baras
i Efelaivita s=( bawah skala_puas + Batas atas skala pygy /
2 100 %
~( 2142 + 2645 IKmaks )%
- 2 /3:15:; )x 100 %

= 76%

Setelah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita
peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Chuicome "

Chulput
100

= 76% ,

Nilai Efektivitas = 100%

Angka 76 % ini menunjukkan bahwa kegiatan program pembangunan

risunawa terlaksana secara efektif (lihat Tabel 2.1) . Hal ini menggambarkan bahwa

pencapaian  tujuan/ hasil (outcome) dari program pembangunan rusunie yang

terealisasi, secara umum belum mencapai terget sebagaimana yang direncanakan

Pemerintah atau dengan kata lain belum memuaskan publik/pelanggan secara

s i 76 %,
maksimal, inj terlihat dari nilai efektivitas Yans hanya mencapal



PENUTUP
51 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa simpulan
sehagai berikut:

|) Secara keseluruhan, kinerja Dinas PU Kota Makassar khususnya dalam
pelaksanaan program pembangunan rusunawa setelsh dievaluasi dengan
menerapkan konsep pengukuran kinerja value for money telah memenuhi prinsip
ckonomi, efisien, dan efektif.

2) Dengan mengacu pada nilai ekonomi, program pembangunan rusunawa telah
memenuhi prinsip ekonomi yang ditandai dengan tidak adanya indikasi terjadinya
pemborosan, serta perolehan input dengan tingkat harga yang SRS E

memperhatikan standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan.

i iy unawa berada
) Dengan mengacu pada nilai efisiensi, prOEFM pengembangan rus

nya ratio aniars pigped dan input yan
daya) yang digupakan dalam

g mencapai 100%.

(sumber

Hal ini hahwa fnpul
ini menggambarkan i mencapai target oupul yang

proses pembangunan sangat efisicn -
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I} Menerapkan konsep pengukuran value Jor money (VFM) d;ilarn _—
pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, karena inti pengukuran kinerja
sektor publik adalah pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang
merupakan komponen pengukuran dalam VFM. Konsep VFM tidak hanyva akan
membantu dalam hal penilaian kinerja, tapi lebih utama lagi, konsep VFM dapat
digunakan dalam proses perencanaan dan penyusunan kinerja, sehinnga dicapai
Prestasi kerja yang memuaskan.

1) Memberikan pelayanan terbaik kepada para penghuni dengan merespon setiap
keluhan yang ada sebagai bemtuk dari adanya rasa ketidaknyamanan aias

kerusakan fasilitas hunian rusunawa.
) Berusaha untuk memenuhi target penyelesaian ke Yao
Y Melaloukan penyeleksian, penyaringan techadap caion P< < i
benar hanya memberikan kesempatan
“Saran program pengembangan MUSUEY:
ndah,

g telah disepakati.

yaitu masyarakat berpenghasilan




§) Membangun hubungan kerja sama yang baik dalam haj pemeliharasn fasif
tas

hunian, hubungan silaturrahim, soeigs control, dan pengamanan lingkungan
antara sesama penghuni dan pihak pengelola,

?) Melakukan pengendalian terhadap dampak negatif yang timbul dari keberadaan
rusunawa, misalnya pembuangan limbah atay sampah rumah tangga yang selama
int hanya dibuang dan berserakan di sekitar lingkungan rusunawa, tanpa ada
lempal penampungan atal pengangkutan sampah, sehingga bau busuk yang
timbul dari tumpukan sampah tersebut menyebar dan sangat menggangu
kenyamanan penghuni.

f) Memberikan pembinaan kediklatan kepada penghuni yang memiliki penghasilan

yang sangat rendah sebagai bekal untuk memperbaiki kesejahteraan hidup.
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Lampiran [ (Kuisioner wntuk Konsumen Dinas Pelerjaan Umum Kota Makassar)
Makassar, Maret 2008

Hal: Permohonan untuk mengisi kuisioner

Kepada
Yih. Bapak/Thu (sdr/i) Konsumen Dinas Pekerjaan Umom (PU) Kota Makassar

Saya adalah mahasiswi Jurusan Akuntansi (31) Fakuhas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi. Penelitian ini akan mengevaluasi
hagaimana “Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar”,

Sehubungan dengan hal tersebul di ates, save memohon kesedisan bapakibo {sdrfi) agar sudi
kirenya meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuisioner vang saya lampirkan pada surat ini. Kuisioner ini
bertujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana tingkat kepussan konsumen terhadap layvanan jasa vang
diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PL}) Kota Makassar dalam hal ini pelayanan pihak PU terhadap
penghuni Rusunawa,

Kuisioner yang akan diisi oleh bapak/ibu (sdr/i} merupaken data yang akan diclah, dianalisis, dan
bukan merupakan hasil akhir, Data dari kuisioner yang bapak/ibu (sdni) isi akan digabung dengan data lain
untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian ini. Dan sesuai dengan etika penelitian, data yang
saya peroleh akan dijaga kershasizannya dan hanya akan digunakan semata-semata untuk peneliting ini. Hasil
penelitian ini, bila perlu dan apabila bapak atau ibu menghendakinys, akan saya berikan ringkasannye. Harapan
faya bapak/ibu akan mengisi kuisioner ini sesegera mungkin.

Demikian permohonan saya ini, atas partisipasinya dun perhatian yang bapakfibu (sdr/i) berikan saya
eapkan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

(Rismala)




'L.njutnn Lampiran I (Kuisioner untuk Konsumen Dinas Pekerjaan Umum Koia Makassar)
survey Kepuasan Pelanggan (Costumer Satisfaction Survey)
petunjuk Pengisinn
Jawaban atas pertanyaan berikut ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan
bapak/ibu (sdr/i) sebagai penghuni Rusunawa atas layanan jasa yang diberikan oleh Dinas PU Kota Makessar
yang kemudian akan dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan (eufcems) dari
pembangunan Rusunawa. Adapun twjuan (outcome) yang diharapkan darl program ini, diantaranya mengurangi
kawasian kumuh, terwujudnya hunian yang layak, mumh, berkualitas dan terjangkau harganya. Peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pembelajaran dalam kemandirian masyarakat dan
“sebagai model percontohan {best practice) untuk direplikasi oleh pemerintah daerah.
Mohon bapak/ibu (sdr/i) menjawab pertanyaan-pertanysan berikut ini dengan dengan melinghari
saleh satu di antara nomor | sampai nomor 5 dengan petunjuk sebagai berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju (3TS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 =Netral (N)
4 =Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (58)

Mohon Bapak/ibu (sdrfi) menjawab pertanyaan berikul dengan memberi tanda keterangan tertulis

dan tanda silang ( X ) seperiunya :

No, Responden  servasrernes (dilsi oleh peneliti)

Nama U ————— e T
No.Telpon/ HP B i ety e TIETRTREerre

Alamat kamar di RUSUBEWE | ot ssssion AR i
lenis Kelamin i Haki-laki ( )perempuan
| Usin At Tahun
i Pendidikan Terakhir T — E— IRy L4

| 1




Pekerjaan

Pendapstan perbulan T —
!Jmntnh anggota keluarga yang tinggal bersama di Rusunawa @ ... . OTENg
NO PERTANYAAN STS [T
1. | Menurut kami, selama ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar
memberikan pelayanan dalam hal kenyamanan fasilitas Rusunaws yang | 1 5
memuaskan sesuai dengan yang diharapkan.
2. | Menunit kami tarif per kamar Rusunawa murah dan terjangkau bagi |
kami dibanding rumah sewa di tempat lain dengan fasilitas yang sama : J
"3 | Menurut kami, tinggal di Rusunawa merupakan pililan yang
menguntungkan wyang dapat memperbaiki kualitas hidup dan} 1 s
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
| 4. | Menurut kami, dengan tinggal di Rusunawa, jumlah pendapatan kami ; A
meningkat.
5. | Finggal di Rusunawa membuat kami merasa lebih sehat karena :| :
lingkunganmya bersih dan indah.
6. '| Dengan tinggal di PRusunawa, dorongan untuk meningkatkan 1 .
kesejahteraan keluarga dengan kerja keras dan kemandirian lebih tinggi.
7. | Kami merasa Dinas PU Kota Makassar memberikan pelayanan jass yang l :
sehanding dengan tanif per kamar Rusunawa yang telah kami bayarkan.
E. | Kami jarang dan bahkan hampir ndak pernah melakukan komplain atas ; ¥
fasilitas dan pelayanan pengelols Rusunawa yang kami terima.
|1, J Kami tidak pernah menyesal dan merass dirugikan selama tinggal di : .
| ~ Rusunawa.
:}-l_ﬂ. Menurut kami, Rusunawa merupakan solusi terbaik untuk mengurangi ) i

kawasan kumuh di perkotaan.




Kami menduking pembangunan Rusunawa di Makassar, yang ditujukan
untuk masyarakat berpenghasilan rendsh.

Menurut kami, pembangunan Rusunawa sangat membantu bagi
masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunisn vang
layak,

13.

Rusunawa tempat kami tinggal, berada pada lokast yang strategis, dekat
dengan tempat kerja kami, arus transportasi lancar, dan modah dalam
akses fasilitas umum, sehingga dapat menghemat biaya hidup.

14.

Pengelolaan Rusenowa, trasparan, adil, tidak ada kecorangan dan

memuaskan para penghuninya.

15.

Pihak Dinas PU Kota Makassar selalu menanggapi keluhan kami dalam
hal kervsakan fasilitas Rusunawa dengan cepat dan tepat

16.

Kami selalu memiliki pengalaman yang menyenangkan dafam interaksi
kami dengan pihak Dinas PU Kota Makassar, sejak dari tahap
pembangunan Rusunawa, proses pendaftaran calon penghuni, hingga

penempatan kamar di Rusunawa,

12,

Secars keseluruhan kami menilai bahwa Dinas PU Kofa Makassar

memiliki citra yang positif dan baik.




ran I (Hasil Skoring Kuisioner untuk Konsumen Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar)
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